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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA 
 

NOMOR 13 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2011 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI  MAJALENGKA, 

 
Menimbang : 

a bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang dibiayai dari 

dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti DAK dan dana Bantuan 

yang bersifat Khusus atau Spesifik serta pelaksanaan Kegiatan dalam 

keadaan Darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia 

dan atau belum dianggarkan dalam APBD, maka kiranya perlu menyesuaikan 

program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2011; 

b. Bahwa…………………2 

SALINAN 
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b bahwa sebagai implementasi ketentuan Romawi IV point 6 lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 jo. ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun 
Anggaran 2011, bagi daerah yang melaksanakan program  dan kegiatan yang 

dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya  seperti Dana 

Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat 
khusus atau spesifik serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat 

dan/atau mendesak lainya, yang belum cukup tersedia  dan/atau belum 
dianggarkan dalam APBD, maka sambil menunggu perubahan Peraturan 

Daerah Tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan 
kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melaksanakan perubahan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran  APBD  dan memberitahukan kepada 

pimpinan DPRD; 
 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

Anggaran 2011. 
 

Mengingat : 
 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 2851); 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999);   

3. Undang-Undang…….3 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

5. Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 11.Undang-Undang………..4 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  Sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);   
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11), 

sebagaimana telah beberapakali dirubah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31) 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028);   
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4712); 
18.Peraturan Pemerintah….5 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4502); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
                                                                                                                           

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);                                                                                                                            
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
 
 
 
 

 

28.Peraturan Pemerintah…….6 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4614); 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007  Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693);                                                                                                                                           

 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
                                                                                                                   

33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

 
36.Peraturan Menteri….……….7 
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36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5104); 

 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5107); 

 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  
 

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Milik Pemerintah; 

 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional;    

 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;    
               

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik;  

46.Peraturan Menteri………..8 
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46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011; 
 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 
seri E); 

 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor 1); 
 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka 

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, A); 
  

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 Tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5); 

 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10); 

 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 

Nomor 1 ); 

 
 
 
 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2011. 

                                                         

 
 

Pasal I………………8 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut: 
 

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan  
 

    

 a. Semula Rp. 1.221.520.888.962,00   
 b. Bertambah (Berkurang) Rp. 6.276.973.928,00   
 Jumlah Pendapatan setelah perubahan   Rp 1.227.797.862.890,00 

 
2. Belanja 

 
    

 a. Semula Rp. 1.245.947.117.284,75   
 b. Bertambah (Berkurang) Rp. 26.200.061.814,25   
 Jumlah Belanja setelah perubahan 

Surplus /(Defisit) setelah perubahan 
  Rp 

Rp 
1.272.147.179.099,00  

(44.349.316.209,00) 

      

3. Pembiayaan 
 

         

 A.  Penerimaan     
 1. Semula Rp     29.926.228.322,75   
 2. Bertambah(berkurang) Rp     22.423.087.886,25   
       Jumlah Penerimaan setelah  

      perubahan 
   

Rp 
 

52.349.316.209,00 
 

 B.  Pengeluaran     
 1. Semula Rp  5.500.000.000,00   
 2. Bertambah (berkurang) Rp        2.500.000.000,00   
      Jumlah Pengeluaran setelah perubahan  Rp 8.000.000.000,00 
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 44.349.316.209,00 
 Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00 
    

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A 
dirinci lebih lanjut pada lampiran I.A Peraturan Bupati ini. 

 

3.Diantara…………......10 
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3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 Pasal 3A 

 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A adalah 

memuat Perubahan berupa Penambahan Program dan Kegiatan pada SKPD 
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan 

Keluarga Berencana,  Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas 
Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Pertanian dan Perikanan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II. A 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. 
 

 

    Ditetapkan di Majalengka 
                                                              pada tanggal 29 April 2011 

 

                                                                   BUPATI MAJALENGKA, 
 
 

                                                                               Cap/Ttd 

 

               SUTRISNO 
 

Diundangkan di Majalengka 

pada tanggal 29 April 2011 
 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA, 
 

              Cap/Ttd 

                  ADE RACHMAT ALI 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 13 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SETDA KABUPATEN  MAJALENGKA 
 

 

 

 
 

ADANG HAEDAR, SH 
NIP. 19600415 198608 1 001 

 

 

 


